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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEFARA

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat {3) Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik; dan Peraturan
Pemerintzh Republik Indonesia Womor 51 Tahun 2001 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu menetapkan Peratutran
Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembemtukan

Daerab-daersh Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

. Undang — undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

{Lembaran Megara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3809 ) ;

. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Undang-umdang Nomor 4 Tahun
2000 { Lembaran Nepara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Momor 3959 ),

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Dagrah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 3839 ),

. Peraturan Pemerintah MNomor 51 Tehuo 2001 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105 ).

MEMUTUSEAN :

- PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dialam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara |

Bupati adalah Bupati Jepara

Partai Politik adalah setiap organisasi vang dibentuk oleh warpa

Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan

kehendak untuk memperjuanpkan baik kepentingan anggotanva

maupun bangza dan neégara melalui Pemilihan Umum ;

5. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh
suara dalam Pemilihan Umnom ;

6. Suara sah adalah suara vang diperoleh Partai Politik pada
Pemilihan Umum vang telah disahkan oleh panitia Penyelenggara
Pemilihan Umum.
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BABII
PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 2

(1) Untuk membantu kegiatan delam rangka memperjuangkan cita-

cita para anpgotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bemegara, Partai Politik diberikan bantuan keuangan.

(2) Bantuan keuanpan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam
Pemilihan Umum.

{3) Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan pada
setigp tahun anggaran.

BAB [
PENETAPAN JUMLAH BANTUAN
Pasal 3

(1) Jumlah bantuan kenangan ditctapkan berdasarkan hasil perolehan
suara sah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setinggi-
tingginya Rp 1.000,- (seribu rupiah} per suara.

(?) Besamnys bantuan scbagaimena dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan setiap tahunnya dalam Angparan Pendapatan dan
Belanja Dacrah.



BAB IV
PENGATUAN BANTUAN
Pasal 4
(1) Pengajuan bantusn dizjukan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik
Tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Kewa dan
Sekretaris kepada Bupati,
(2} Pengajuan bamuan keuangan harus dilengkapi dokumen hasil
perplehan suara yang sah.
BAB ¥
PENYERAHAN BANTUAN
Pasal 5
(1) Penyerahan bantuan keuangan Partal Polink dilakukan oleh
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara
Dewan Pimpinan Parai tingkat Kabupaten atan yang ditunjuk
mewakili .

{2) Tata Cara Penyerahan bantan Kenangan Parai Politik diatur
Iebih lanjut oleh Bupati.

BARB VI
KETENTUAM PERALIHAN
Pasal 6
Partai Politik yang kepengurusannys baru dibentuk setelah pemlihan
umum tahun 1999 bantuan kevangan diberikan berdasarkan hasil
perolehan suara sah pada pemilihan umum tahun 1999
BAR VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diataur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaanmya diatur lebih lanjut oleh Bupati,



Pasal §
Peraturan Dzerah ini mwulai berlaky pada tanggal di undangkan.
Apar setiap orang dapat mengembuinya memeriniahken
pengundangan peraturan daersh ini dengan pensmpatannys dalam
Lembaran Daerah
Disabkan di Jepara
pada tanggal 28 Pebruan 2002
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PEMNJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUFPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITER

I. PENJELASAN UMUM

Partai politik merupakan wahana bagi Warga Negara Republik Indonesia dalam
ikut serta merumuskan kebijakan negara serta memperjuangkan Kepentingan
anggotanya maupun kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan sistem demokrasi di
Negara Republik Indonesia Untuk mendukung kehidupan demokrasi tersebut,
dipandang periu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang disgesuajkan
dengan kondisi dan kemampuan kemangan Dacerah yang besamyz ditentukan
berdasarkan perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk pengaturan pembetian
keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Jepara pertu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

1. PENJELASAN PASATL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : gukup jelas.

Pasal 4 ayat (1} - yang dimaksud Ketua adalah pucuk Pimpinan masing-masing
Partai Politik di tingkat Dacrah.

Pasal 4 avat (1) : cukup jelas.

Pasal 5 ayat {1} - yang dimaksud Ketus adalah pucuk Pimpinan masing-masing
Partai Politik di tingkat Daerah.

Pasal 5 ayat(2) s/d : cukup jelas
Pasal 8

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH WABUPATEN JEPARA TAHUN 2002 NOMOR 3



